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ABSTRACT

This research aims to analyze the development of human rights enforcement in Indonesia,
assess the effectiveness of legal and political commitments in fulfilling human rights, and
understand the influence of the concepts of universalism and relativism on human rights
enforcement practices in Indonesia. This research uses a normative legal research method
with a legislative and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of
laws and regulations, scientific literature, journals, and human rights-related documents. The
collected data were analyzed qualitatively to gain a comprehensive understanding of the issues
studied. Based on the research results, it can be concluded that human rights enforcement in
Indonesia still faces various challenges. Since independence, human rights have been a
complex issue involving the relationship between the state and society. Various legal and
political compromises have not fully improved human rights protection effectively. Legal and
political commitments also do not guarantee optimal human rights enforcement and often
create new problems. Medla freedom plays a crucial role in monitoring human rights violations
and encouraging law enforcement. Furthermore, the application of human rights in Indonesia
is influenced by the concept of relativism, which considers cultural, religious, and social
aspects, resulting in differences in implementation. Therefore, international human rights
standards need to be more clearly emphasized in national practice.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penegakan hak asasi manusia
(HAM) di Indonesia, mengkaji efektivitas komitmen hukum dan politik dalam pemenuhan HAM,
serta memahami pengaruh konsep universalisme dan relativisme HAM terhadap praktik
penegakan HAM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen
terkait HAM. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman
yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.
Sejak kemerdekaan, HAM menjadi isu kompleks yang melibatkan hubungan antara negara dan
masyarakat. Berbagai kompromi hukum dan politik yang dilakukan belum sepenuhnya mampu
meningkatkan perlindungan HAM secara efektif. Komitmen hukum dan politik juga belum
menjamin penegakan HAM yang optimal, bahkan sering menimbulkan persoalan baru.
Kebebasan media berperan penting dalam mengawasi pelanggaran HAM dan mendorong
penegakan hukum. Selain itu, penerapan HAM di Indonesia dipengaruhi oleh konsep
relativisme yang mempertimbangkan aspek budaya, agama, dan sosial, sehingga
menimbulkan perbedaan dalam implementasinya. Oleh karena itu, standar HAM internasional
perlu ditegaskan secara lebih jelas dalam praktik nasional.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemenuhan Hak, Universalime, Relativisme
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PENDAHULUAN

Paradigma penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan hanya meliputi satu aspek
yaitu perlindungan terhadap hak asasi saja melainkan ada tiga aspek penting dalam kerangka
penghormatan (fo respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill). Pelaksanaan
atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia haruslah sejalan
dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang diakui dan diadopsi oleh negara-
negara dalam lingkup internasional. Meskipun faktanya, pelaksanaan dalam tataran domestik
nasional, tiga aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep HAM yang diadopsi oleh negara,
baik itu konsep universalime maupun relativisme (Harahap, 2003).

Praktik HAM universal, menurut Erik Posner, telah gagal gagal mencapai tujuannya.
Alasannya bahwa hak asasi manusia tidak pernah universal seperti yang diharapkan orang,
dan keyakinan bahwa mereka dapat dipaksakan atas negara-negara sebagai masalah hukum
internasional ternyata menemui banyak masalah. Padahal, standar dan norma HAM secara
internasional telah jelas dimuat dalam Dekalarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of
Human Rights, UDHR) 1948 dan telah diterima sebagai pandangan yang paling mendasar bagi
hampir seluruh instrumen hukum Internasional dan dasar dalam pemenuhan hak asasi
manusia. Masalah-masalah tersebut tidak hanya terjadi dalam konteks UDHR yang universal,
namun juga pada aturan turunan dari deklarasi tersebut. Misalnya, meskipun pengusutan hak
asasi manusia internasional juga diikuti oleh ratifikasi dua intrumen penting lainnya, yakni 7he
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan The Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (ECOSOC), namun faktanya masih banyak negara yang melakukan
pelanggaran atas prinsip yang terkandung dalam instrument-instrumen hukum tersebut
dibandingkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Bagir
Manan, 2009).

Terlepas dari kenyataan bahwa hak asasi manusia secara definisi memiliki ruang
lingkup yang universal, dimana semua hak yang diakui secara Internasional, termasuk
perlindungan dan penghormatan terhadap orang-orang dengan kebutuhan khusus, namun
pemenuhan Hak Asasi Manusia masih menghadapi berbagai masalah. Bahkan, jauh sebelum
UDHR 1948, prinsip kebebasan (four freedoms) sebagai menifestasi hak asasi manusia
dianggap sebagai hal yang sangat penting. Namun keempat kebebasan ini juga masih
menemukan permasalahan dalam penegakan hukum dan pemenuhannya hingga hari ini, tidak
terkecuali di Indonesia (Bagir Manan, 2009).

Masalah yang sering timbul berkatan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan juga
penegakan hukumnya adalah ketidaksamaan standar dan norma yang diterjemahkan oleh
masing-masing negara atau penyelenggara negara. Meskipun Jack Donnely mengatakan
secara tegas bahwa hak asasi manusia adalah hak yang setara (eqgual rights), baik ia seorang
manusia atau bukan, dan karena itu memiliki hak asasi manusia yang sama seperti orang lain,
hak asasi manusia juga merupakan hak yang tidak dapat dicabut (/nalienable rights) dimana
seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli betapa buruknya perilaku
seseorang atau bagaimana seseorang diperlakukan dengan kejam, dan itu adalah hak
universal (universal rights), dalam arti bahwa saat berbicara hak asasi manusia, manusia
menjadi objek an dengan demikian pemegang hak asasi manusia itu sendiri (Bagir Manan,
2009). Faktanya, kasus-kasus pelanggaran HAM baik dalam skala yang kecil maupun besar
terus terjadi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2024 merilis ada 7.188
berkas kasus pengaduan atas pelanggaran HAM di seluruh Indonesia, dan jumlah terbanyak
dalam kasus tersebut pada sektor penegakan hukum (2.697) dan kesejahteraan (2.748).
Jumlah tersebut terus meningkat dan data pada Maret 2025, Komnas HAM merilis ada 568
berkas pengaduan pelanggaran HAM.

Di samping itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menggaris
bawahi beberapa masalah dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, seperti
rekonsiliasi dan ambiguitas agenda keadilan; luka-luka/isu lama yang dihidup-hidupkan
kembali (seperti isu komunisme); jalan yang panjang dan berliku untuk Komisi Kebenaran dan
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Rekonsiliasi (KKR) Aceh; pencarian keadilan sosial untuk masyarakat di pulau-pulau terluar
Indonesia; perampasan tanah oleh perusahaan semen di Rembang; proyek reklamasi di Bali,
Romang dan Jakarta; pemilihan kepala daerah dan pemilih siluman (artificial voters);
penggusuran dan pengabaian hak kolektif warga; pelanggaran hak penduduk asli dan keadilan
sosial; penyiksaan oleh lembaga penegak hukum; Kasus pembunuhan Munir; Yusman dan
politisasi hukuman mati; represi kebebasan berkeyakinan dan agama; represi kebebasan
berserikat; ekspresi dan tantangan dalam perlindungan kelompok rentan; hukum dan
terorisme; masa depan keadilan di Papua; masa depan gerakan hak asasi manusia, anti-
korupsi dan lingkungan di Indonesia; dan reputasi HAM Indonesia yang ambigu dalam
masyarakat Internasional, sebagaimana disoroti dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(The Charter of United Nations) (Bagir Manan, 2009).

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri, yang merupakan dasar konstitusional
untuk semua instrument hukum hak asasi manusia Internasional, yang memadukan
pandangan sejarah sebelum dan sesudah, dan yang akan datang (backward-progressive).
Piagam ini menyatakan bahwa hak asasi manusia sebagai elemen tak terpisahkan untuk
kelangsungan hidup umat manusia. Pemenuhan dan penghormatan HAM ditegaskan sebagai
salah satu tujuan utamanya dan promosi penghormatan universal untuk, dan ketaatan, hak
asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa perbedaan seperti ras, bahasa,
atau agama. Representasi hak asasi manusia ini menuntut kepastian moral dan sejarah dan
keyakinan akan kebenaran-kebenaran fundamental tertentu. Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, menjadi dokumen penting dari semua dokumen hak asasi manusia, namun dokumen
hak asasi manusia ini menimbulkan banyak pertanyaan dan masalah normatif dan budaya,
terutama dalam konteks sejarah dan akar dari gerakan hak asasi manusia, yang berakar pada
pandangan dua konsep HAM universalisme dan relativisme.

Dokumen-dokumen lain yang berbicara tentang standar hak asasi manusia adalah
ICCPR and ECOSOC, bahwa setiap orang bebas menentukan status politik mereka dan bebas
memilih perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Namun, sebagaimana dijelaskan
sebelumnya masalah standar hak asasi manusia global dalam implementasi nasional tulisan ini
mencoba melihat pemenuhan standar hak asasi manusia di Indonesia dalam berbagai aspek.
Persepsi standar akan menjadi fokus masalah pada tulisan ini. Seperti disoroti sebelumnya
oleh Kontras, bahwa ada banyak kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dipicu
oleh interpretasi yang tidak sama pada standar terutama dalam konteks penegakan hukum itu
sendiri.

Konsep hak asasi manusia, menurut Michael Freeman, dapat menimbulkan kesulitan
lebih lanjut karena konsep tersebut merentang jauh melampaui kasus-kasus kekejaman dan
ketidakadilan ekstrem yang pernah terjadi, misalnya dalam kasus pelanggaran HAM berat,
kebebasan terhadap agama dan keyakinan, dan kasus-kasus lainnya di banyak negara.
Rumusan masalah yaitu Bagaimana analisis atas penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi
manusia berdasarkan konsep universalisme dan relativisme HAM di Indonesia ? Bagaimana
perbedaan interpretasi HAM berkaitan dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan
budaya yang terjadi di Indonesia ? dan Bagaimana tantangan penegakan dan pemenuhan hak
asasi manusia di Indonesia ? Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul
tentang “Analisis Yuridis Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam
Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia”.

LITERATUR REVIEW

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia
sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam perkembangannya, terdapat dua
pendekatan utama dalam memahami HAM, yaitu universalisme dan relativisme. Universalisme
memandang bahwa HAM bersifat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa
membedakan budaya, agama, maupun sistem politik. Sebaliknya, relativisme berpendapat
bahwa implementasi HAM harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, dan
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karakteristik sosial suatu negara. Perdebatan antara kedua pendekatan tersebut menjadi isu
penting dalam penegakan hukum dan pemenuhan HAM di Indonesia yang memiliki keragaman
budaya dan sistem hukum yang kompleks (Arifin, Rasdi and Alkadri, 2018).

Menurut penelitian Ridwan Arifin, Rasdi, dan Riska Alkadri, konsep universalisme HAM
berakar pada pengakuan internasional terhadap empat kebebasan dasar (four freedoms),
yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari
kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa telah mengadopsi berbagai instrumen HAM internasional serta mengintegrasikannya
ke dalam sistem hukum nasional melalui UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun,
penerapan prinsip-prinsip universal tersebut sering kali menghadapi tantangan ketika
berhadapan dengan nilai-nilai lokal dan kebijakan nasional yang dipengaruhi oleh aspek
budaya dan agama (Arifin, Rasdi and Alkadri, 2018).

Dalam perspektif relativisme, HAM tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh
negara karena setiap masyarakat memiliki nilai sosial dan budaya yang berbeda. Pendekatan
ini menekankan bahwa pelaksanaan HAM harus disesuaikan dengan konteks lokal agar tidak
menimbulkan konflik dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, pendekatan
relativisme terlihat dalam berbagai kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila,
adat istiadat, dan norma keagamaan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik
terkait HAM. Namun demikian, pendekatan ini sering mendapat kritik karena berpotensi
digunakan untuk membatasi hak-hak tertentu yang telah diakui secara universal. (UMM
Scientific Journals)

Dari aspek penegakan hukum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Indonesia
telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai dalam perlindungan HAM. Akan tetapi,
implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum,
lambannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, serta kurang optimalnya koordinasi
antar lembaga penegak hukum. Beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu juga
menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas
pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya
menjamin terwujudnya perlindungan HAM secara efektif (Wibowo, Setyadi and Surajiman,
2022).

Selain itu, tantangan lain muncul dari upaya menyeimbangkan antara tuntutan standar
HAM internasional dengan kepentingan nasional. Indonesia sering menghadapi rekomendasi
internasional terkait penghapusan diskriminasi, perlindungan kelompok minoritas, kebebasan
beragama, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dalam konteks ini, pendekatan
universalisme mendorong pemenuhan standar internasional, sedangkan relativisme
menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu,
penegakan hukum HAM di Indonesia memerlukan pendekatan yang mampu
mengharmonisasikan kedua perspektif tersebut agar perlindungan HAM dapat terlaksana
secara efektif tanpa mengabaikan identitas nasional (Habibah et a/., 2025).

Secara keseluruhan, kajian mengenai penegakan hukum dan pemenuhan hak dalam
konteks universalisme dan relativisme HAM menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi
yang berupaya mengakomodasi standar HAM universal sekaligus mempertahankan nilai-nilai
lokal yang menjadi karakter bangsa. Tantangan terbesar terletak pada konsistensi penegakan
hukum, penyelesaian pelanggaran HAM, serta harmonisasi antara norma internasional dan
kebutuhan masyarakat Indonesia (Royhan, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan Observational Research dengan cara survey, yaitu
penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai
alat pengumpul data yang pokok. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung
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pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berkaitan
dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode Observational Research dengan pendekatan
survei, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi
secara langsung dari responden yang menjadi objek penelitian. Metode survei dipilih karena
mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi, perilaku, persepsi, maupun
fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam pelaksanaannya,
penelitian ini mengambil sampel dari populasi yang telah ditentukan berdasarkan kriteria
tertentu sehingga data yang diperoleh dapat mewakili kondisi populasi yang diteliti.

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden dengan menggunakan
pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Melalui wawancara tersebut, peneliti
dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan penelitian,
sekaligus mengklarifikasi jawaban responden apabila terdapat data yang kurang jelas. Selain
itu, penggunaan wawancara sebagai instrumen utama memungkinkan peneliti untuk menggali
fakta-fakta yang tidak dapat diperoleh hanya melalui data tertulis atau dokumentasi.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian
guna memperoleh data primer yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Kehadiran
peneliti di lapangan memungkinkan proses pengamatan terhadap kondisi nyata yang terjadi
sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek yang
diteliti. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap berbagai
aktivitas dan keadaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi kemudian dikumpulkan, dicatat, dan dianalisis secara sistematis
untuk menghasilkan temuan penelitian yang objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang
akurat mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Atas Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berdasarkan
Konsep Universalisme Dan Relativisme HAM Di Indonesia

Amandemen Keempat UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa cakupan
perlindungan hak asasi manusia diperluas. Pasal 28 dari Konstitusi yang diamendemen hanya
ditujukan untuk prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasal ini menjamin hak asasi manusia yang
diterima secara universal, yaitu hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk hidup, hak untuk
membentuk keluarga, hak untuk pengembangan pribadi, hak untuk diperlakukan, sama di
hadapan hukum, hak untuk bekerja dan pekerjaan, hak beragama dan kebebasan untuk
menyatakan pendapat, hak atas informasi, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak
manusiawi dan merendahkan martabat, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak untuk bebas
dari perlakuan diskriminatif (Slamet Marta Wardaya, 2005). Kesetaraan dihadapan hukum,
perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan tetap dalam aturan
yang sama pada Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 31, secara berturut-turut.

Salah satu perkembangan terpenting dalam pengarusutamaan hak asasi manusia di
Indonesia adalah pembentukan aturan hukum HAM nasional. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), mendefinisikan hak
asasi manusia sebagai : "..seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib
dihormati, djjunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-undang,
1999).

Sehubungan dengan situasi hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam
pengembangan sistem hukum hak asasi manusia, Hadiprayitno pernah menegaskan bahwa
Hukum Hak Asasi Manusia mengadopsi prinsip persamaan dan non-diskriminasi, prinsip hak-
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hak adat, tetapi tidak prinsip penentuan nasib sendiri. Hukum Hak Asasi Manusia melindungi
hak kesetaraan, hak untuk hidup, hak atas keadilan, hak atas kebebasan individu sehubungan
dengan perbudakan, hak agama, keyakinan politik, dan kebebasan berbicara. Berkenaan
dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, berbagai hak yang diakui secara internasional juga
dijamin oleh hukum ini di sini, seperti hak atas properti dan kepemilikan, hak untuk bekerja,
dan hak atas pendidikan (Hadiprayitno, 2010).

Baik UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, keduanya menegaskan gagasan tanggung
jawab manusia disamping hak asasi manusia. Pasal 28 (J) menggaris bawahi bahwa dalam
melaksanakan hak-haknya dan kebebasannya, setiap orang memiliki kewajiban untuk
menerima pembatasan yang ditetapkan oleh hukum untuk tujuan menjamin pengakuan dan
penghormatan hak-hak dan kebebasan orang lain dan berdasarkan pertimbangan moralitas,
nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Undang-
Undang HAM, gagasan tanggung jawab manusia yang ditandai secara jelas pada Pasal 1 ayat
(2), dimana bahwa memilih pemikul kewajiban dibandingkan mengharuskan setiap orang
untuk bertanggung jawab, ...kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang
apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasl
manusia.

Pengakuan konsep tanggung jawab manusia menunjukkan pentingnya relativisme
dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam praktiknya, Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia 1998-2003 menjelaskan hal ini sehubungan dengan promosi dan
perlindungan hak asasi manusia harus diilhami oleh nilai-nilai, kebiasaan, budaya, dan tradisi
Indonesia. Tentunya, pandangan ini menegaskan konsep relativisme dalam hak asasi manusia,
dimana menurut Amartya Sen, hak asasi manusia dianggap sebagai seperangkat tujuan
dimana masing-masing masyarakat bisa mengembangkan tujuan tersebut, dan menurutnya,
hak asasi manusia adalah artikulasi dari tuntutan-tuntutan etika yang bersifat terbuka
(Hadiprayitno, 2010).

Pendapat Sen tersebut mendukung relativisme budaya karena tujuan yang ingin
dicapai didalam hak asasi manusia harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Sebab-sebab yang mendasari pendapat Sen adalah bahwa masing-masing budaya, tradisi atau
agama mempunyai ciri khas tentang etika dan moralitas yang berbeda-beda. Itulah yang
kemudian melahirkan nilai yang pluralis tentang hak asasi manusia. Masing-masing individu
yang mempraktikan pluralisme nilai tersebut juga berbeda secara fisik, psikologis, atau
mempunyai latar belakang ekonomi dan lingkungan yang berbeda.

Berbagai kasus yang ada berkaitan dengan pandangan ini relativisme hak asasi
manusia, misalnya berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada konteks
universal, kebebasan ini tidak dibatasi oleh apapun atau dalam bahasa empat kebebasan (four
freedoms), kebebasan ini ditegaskan bahwa setiap orang bebas meyakini Tuhan dengan
caranya masing-masing (freedom of every person to worship God in his own way). Namun
praktiknya berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Indonesia menerapkan prinsip
pembatasan agama yang diakui secara resmi, meskipun belakang Indonesia juga
mengakomodir ajaran keyakinan sebagai salah satu identitas warga negara (Hadiprayitno,
2010).

Bahkan, Abdullahi Ahmed An Na'im juga mengatakan bahwa kesulitan utama untuk
mengembangkan standar universal lintas budaya, dan khususnya agama adalah karena
masing-masing tradisi tersebut berasal dari aturan dan norma-norma dari sumber mereka
sendiri. Ketika ada pertentangan antara doktrin budaya dengan prinsip universalisme hak asasi
manusia sebagai akibat dari persinggungan dua tradisi yang berbeda tersebut, maka bisa
terjadi konflik hukum' yang bisa mengakibatkan penolakan dari salah satu tradisi tersebut.
Ketika suatu negara berpegang teguh pada konsep relativisme budaya yang ada didalam
masyarakatnya, maka praktik-praktik negara tersebut bisa sangat mudah melanggar hak
kebebasan beragama yang bersifat universal. Selain perihal agama dan keyakinan, relativisme
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HAM juga banyak diterapkan dalam kondisi-kondisi lainnya, seperti kebebasan berbicara,
berekspresi, berkumpul, hingga hak untuk hidup (Na‘im, 1996).

Relativisme inilah yang dalam banyak kasus, menimbulkan berbagai permasalahan baik
dalam tingkat nasional maupun internasional. Misalnya, pemenuhan hak asasi manusia di
Indonesia, jika mengacu pada banyak kasus dan menurut beberapa data dari banyak lembaga
hak asasi manusia atau LSM, menempatkan negara ini pada peringkat yang rendah dari
komitmen pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa permasalahan Hak Asasi Manusia di
Indonesia, sebagaimana dirilis oleh eLSAM, yakni (Na'im, 1996):

Pertama, kegagalan pemerintah Indonesia untuk menjamin kenyamanan dan
perlindungan berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi, khususnya di dunia maya. Revisi
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-
Undang ITE), berubah menjadi antisipasi untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan
berbicara dan berekspresi, namun sebenarnya masih menawarkan peluang untuk pelanggaran
hak asasi manusia. Selain memberikan legitimasi untuk tindakan kekerasan, revisi peraturan
ini juga memberikan kewenangan yang luas bagi otoritas untuk memblokir konten bersih yang
dianggap melanggar hukum. Tanpa adanya jaminan dan proses yang jelas, tindakan tersebut
berpotensi menghambat hak orang untuk menikmati dan mendapatkan informasi, termasuk
kebebasan menyampaikan pidato dan ide.

Kedua, penangkapan sejumlah orang dengan tuduhan melakukan tindakan
penyerangan menurut ELSAM juga menunjukkan kecerobohan aparat penegak hukum dalam
menerapkan ketentuan tersebut. Sebagai contoh : penangkapan ratusan aktivis HAM untuk
Papua yang melakukan demonstrasi damai untuk merayakan kemerdekaan Irian Barat, dan
penangkapan beberapa orang yang diduga terlibat. Penggunaan ketentuan ini tanpa kejelasan
unsur-unsurnya pasti akan terjadi, dan menjadi berbahaya bagi kelangsungan sistem
demokrasi konstitusional yang pada dasarnya menekankan pada kebebasan berbicara dan
berekspresi.

Ketiga, kasus intimidasi terhadap jurnalis yang terjadi, misalnya perampasan kamera
dan hasil foto (Malang), pengusiran (Banceuy, Dogiyai), dan pelaporan pelarangan dan
penganiayaan (Padang, Bulukumba, Lampung). Komitmen Pemerintah Indonesia pada
Deklarasi Windhoek 1991 dipertanyakan, dengan mempertimbangkan bahwa intimidasi dan
kekerasan terhadap jurnalis adalah bentuk-bentuk pengabaian independensi dan keragaman
jurnalistik. Perlindungan terhadap jurnalis merupakan pondasi penting dalam demokrasi, yang
dimaksudkan untuk meningkatkan akses ke sumber informasi, mendorong analisis informasi
dan mempromosikan ekspresi beragam pendapat, terutama pada saat-saat krisis yang
dikatakan oleh Frank La Rue.

Keempat, penunjukan Jenderal Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan merupakan kemunduran besar pada tahun 2016. Pada tahun 2003,
Wiranto didakwa oleh Unit Kejahatan Berat PBB (UN Serious Crimes Unit) untuk bertanggung
jawab atas pembantaian dan serangkaian penganiayaan di Timor Leste. Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam laporannya, menyebutkan bahwa Wiranto juga harus
bertanggung jawab atas Penembakan Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, juga Kerusuhan Semanggi
1 dan Semanggi 2. Pengangkatan Wiranto merupakan kekecewaan besar bagi masyarakat sipil
karena posisinya di pemerintahan akan menghambat proses dalam menyelesaikan
pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, di mana Wiranto sendiri diduga terlibat dalam
pelanggaran. Keputusan pemerintah dapat diartikan sebagai bentuk pengabadian impunitas
dan memberikan contoh buruk bagi semua upaya dalam menciptakan perdamaian, juga untuk
penegakan hukum.

Kelima, pemerintah Indonesia juga masih menerapkan praktik hukuman mati. Ada 4
orang yang dijatuhi hukuman mati karena kasus narkotika, yang pelaksanaannya telah
dilakukan pada 29 Juli 2016. Namun, mereka akhirnya dieksekusi meskipun tiga dari mereka
masih belum mendapat tanggapan atas pengajuannya. Pada tanggal yang sama, otoritas
menunda eksekusi mati sepuluh terpidana mati pada menit terakhir sehingga pemerintah
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dapat memeriksa kembali kasus mereka, setelah diberi tekanan dari komunitas nasional dan
internasional. Selain ketidak manusiawiannya, praktik ini juga tidak sejalan dengan kerapuhan
sistem peradilan pidana Indonesia, dimana peluang kesalahan dugaan sangat tinggi. Dalam
beberapa kasus, keyakinan yang salah sering tak terelakkan dalam praktik sistem peradilan
pidana.

Perbedaan Interpretasi HAM Berkaitan Dengan Hak-Hak Sipil, Politik, Ekonomi,
Sosial Dan Budaya Yang Terjadi Di Indonesia

Universal of Declaration of Human Rights (UDHR) menggaris bawahi bahwa “... adalah
penting, jika manusia tidak dipaksa untuk mencari jalan keluar, sebagai jalan terakhir, untuk
memberontak melawan tirani dan penindasan, bahwa hak asasi manusia harus dilindungi oleh
aturan hukum. Pernyataan itu berarti bahwa, untuk memenuhi hak-hak orang, mereka harus
dilindungi secara efektif oleh sistem hukum nasional. Dengan demikian, prinsip rule of law
dapat digambarkan sebagai prinsip yang menyeluruh di bidang perlindungan hak asasi
manusia karena, jika tidak ada, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi ilusi
(Arifin, 2017).

Sebagai masalah selanjutnya, perkembangan hak asasi manusia dalam konteks
penegakan hukum serta pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri, menghadapi banyak
kendala, termasuk juga di Indonesia. Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum yang
salah satu unsur yang ditentukan dalam prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh
Stahl adalah pemenuhan hak dasar atau hak dasar dalam bentuk perlindungan Hak Asasi
Manusia. Sedangkan instrumen utama dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar warga
adalah Kekuasaan Kehakiman dan badan-badan lain yang merupakan kekuatan independen
untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945. Meskipun Indonesia memiliki beberapa dasar hukum
perlindungan Hak Asasi Manusia seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945,
interpretasi dalam mendefinisikan hak asasi manusia masih menjadi masalah penting dalam
pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (Arifin, 2017).

1. Interpretasi Hak Sipil dan Politik ( Civil and Political Rights)

Kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul adalah dua hal yang mendominasi
dalam permasalahan berkaitan dengan hak sipil dan politik di Indonesia. Hak-hak ini telah
disebutkan sebagai bagian yang sangat penting sejak kemerdekaan Indonesia. Bahkan versi
sebelumnya dari Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan berbicara dan kebebasan
berkumpul. Namun, di bawah era Suharto, kedua hak itu secara sistematis telah dikekang.
Pemerintah memberlakukan pedoman dan aturan hukum tambahan yang membatasi
kebebasan berbicara baik untuk individu maupun media. Kenyataannya, pemerintah
menggunakan peraturan yang digunakan untuk menjerat penjahat dan hukum yang melarang
subversi terhadap mereka yang menjalankan kebebasan berbicara bertentangan dengan pihak
berwenang (Arifin, 2017).

Setelah mundurnya Suharto, kebebasan berbicara mendapatkan jaminan yang lebih
jelas. Pers dan Publikasi Masyarakat Indonesia atau MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran
Indonesia) menjadi mampu memprovokasi rancangan peraturan tentang Kebebasan Pers di
DPR. Pada 23 September 1999, Habibie dan DPR mengadopsi Undang-Undang No. 40 tahun
1999, yang menjamin kebebasan pers dari campur tangan pihak berwenang. Karena itu,
semakin banyak surat kabar, majalah, radio, dan stasiun televisi dan mereka dapat
mendokumentasikan hampir sesuatu yang tidak memiliki sensor pemerintah. Namun,
perkembangan dalam kebebasan berbicara selama manajemen Habibie tidak hanya sebagai
hasil akhir dari peraturan ini. Sebaliknya, hal tersebut menjadi satu perkembangan dari
kebebasan setiap orang yang diterjemahkan dalam pikiran bebas tanpa batas yang
menyebabkan orang tidak lagi takut menyuarakan keprihatinan mereka. Masyarakat umum
mungkin ingin mengungkapkan secara bebas semua masalah yang ada, tanpa kecemasan,
seperti masalah yang sensitif, oleh karena itu, kebebasan berbicara menjadi tidak hanya
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ditujukan pada liberalisasi pers, tetapi juga mengkritik dan membuka pandangan politik bagi
semua orang untuk secara terbuka mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah, sesuatu
yang berubah dari permintaan sebelumnya.

Saat ini, wacana kebebasan berbicara di Indonesia telah didominasi oleh
masalahmasalah berkaitan dengan pornografi dan kecabulan/asusila di tempat-tempat umum.
Meningkatnya jumlah dan jenis media telah mendorong peningkatan jumlah unggahan
snapshot dan foto album kenangan semi-pornografi. Gerakan Muslim berhasil mendorong DPR
untuk merespon hal tersebut dengan cara menyusun peraturan anti-pornografi. Rancangan
peraturan ini mendefinisikan tindakan-tindakan pornografi sebagai kegiatan yang dengan
sengaja mengungkapkan dan/atau menjadikan aktivitas yang paling seksual, tidak senonoh,
dan/atau erotis.

Pada tanggal 9 Desember 2009, setelah persetujuan dari Presiden Yudhoyono aturan
tersebut telah diberlakukan dan telah menjadi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang
Pornografi. Undang-undang tersebut dianggap memicu banyak tindakan kekerasan dan
kriminalisasi dalam berbagai kasus. Semakin berkembangnya isu pornografi, yang terjadi
semakin memicu meningkatnya penggunaan hukum Syariah melalui berbagai peraturan
daerah. Maka penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, memberikan
peluang bagi pemerintah daerah untuk menerapkan pedoman hukum yang relevan dengan
keinginan daerahnya. Sehingga, pada beberapa daerah, hal ini diterjemahkan sebagai
implementasi dari peraturan Syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini, peraturan
ini secara tidak proporsional, sebagai salah satu contoh penerapan aturan tersebut
mempengaruhi para wanita. Di daerah Tangerang, setidaknya 11 gadis telah ditangkap hanya
karena mereka keluar beraktivitas di malam hari dengan riasan. Di Aceh, tiga aktivis
perempuan telah ditangkap oleh polisi Syari‘ah karena tidak mengenakan kerudung dan
berbicara di depan kamar penginapan mereka setelah mengikuti pelatihan hak asasi manusia.

Lebih jauh, dengan mengakui kebebasan berkumpul, Undang-Undang No. 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mengatur waktu,
wilayah, dan prosedur untuk mengadakan demonstrasi di lokasi publik. Meskipun peraturan
tersebut memberikan konsekuensi mulai dari penyebaran pertemuan sampai hukuman penjara
bagi orang yang bertanggung jawab atas pertemuan, pembatasan metode pertemuan
termasuk seminar, diskusi kelompok, dan seminar akademik telah sangat fleksibel. Izin tidak
lagi diperlukan untuk kegiatan tersebut, hanya penyelenggara wajib memberi tahu polisi
tentang kegiatan tersebut. Sayangnya, menurut Hadiprayitno bahwa protes dan demonstrasi
secara teratur menyebabkan tindakan kekerasan dan merugikan. Demonstrasi seringkali
menyebabkan antipati dan ketidak-nyamanan publik. Demonstrasi menyebabkan gangguan
dalam infrastruktur publik, bersama dengan memblokir jalan raya dan menimbulkan masalah
lalu lintas. Guna menegaskan perlindungan yang sama dalam hak-hak sipil dan politik,
penegakan hukum menjadi bagian yang sangat penting, dimana negara seharusnya hadir
dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang berbicara dan kebebasan
berkumpul, serta menyaampaikan pendapat bahkan perbedaan pendapat.

2. Interpretasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Economic, Social, and Cultural
Rights)

Hampir serupa dengan sebelumnya (Hak Sipil dan Politik), Hak ekonomi, sosial, dan
budaya mendapat perhatian lebih setelah pengunduran diri Suharto. Selain ratifikasi Kovenan
Internasional Hak Ekonomi, Sipil, dan Politik, popularitas hak ini juga dapat diamati dalam
inisiatif yang berkembang yang diambil untuk mempromosikan serangkaian hak ini oleh
organisasi masyarakat sipil. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan aktivitas hak asasi
manusia pra-1998, yang kebanyakan terkonsentrasi pada domain hak sipil dan politik, karena
rangkaian hak ini dianggap yang paling dilanggar. Setelah krisis, masalah ekonomi, sosial, dan
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budaya lebih nyata dan mendesak dan oleh karena itu mendapat perhatian lebih (Jimly
Asshiddigie, 2007).

Alasan lainnya adalah kesadaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya muncul akibat
dari dampak krisis ekonomi terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia. Indeks
kemiskinan manusia (Human Poverty Index, HPI), yang dikembangkan oleh Program
Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (1997), berupaya untuk menyediakan ukuran
kemampuan secara agregat dengan menggabungkan empat indikator, yaitu harapan hidup,
tingkat melek huruf orang dewasa, akses ke air minum yang lebih baik, dan proporsi berat
badan kurang anak-anak di bawah usia lima tahun. Perkiraan HPI untuk Indonesia adalah
sekitar 34,7% sebelum krisis tetapi turun ke 23,2% pada tahun 2000. Menurunnya kualitas
hidup memicu organisasi masyarakat sipil untuk bereaksi ketika pelanggaran mudah diamati
dan dipantau. Mereka menganggap terutama masalah kelaparan, perlindungan pekerjaan
yang buruk, dan kerentanan orang yang paling kurang beruntung terhadap risiko kesehatan
sebagai masalah yang paling penting dalam hal hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia.

Salah satu tantangan tersendiri dalam mempromosikan hak ekonomi, sosial, dan
budaya di Indonesia adalah pada isu pengarusutamaan perspektif hak asasi manusia dalam
hukum dan kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun
1992, misalnya, hanya memberikan panduan umum untuk ketersediaan layanan kesehatan di
Indonesia, tanpa memandang kesehatan sebagai bagian dari martabat manusia. Selanjutnya,
sebagai hak asasi manusia, perawatan kesehatan juga harus bisa diklaim di tingkat hukum.
Ketiadaan hak penting ini ditemukan dalam undang-undang lain yang terkait dengan hak
ekonomi, sosial, dan budaya seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 2 Tahun 1989
atau Undang-Undang Ketahanan Pangan No. 7 Tahun 1996. Khususnya diadopsi oleh rezim
Orde Baru, undang-undang ini tidak lagi relevan untuk perlindungan hak atas kesehatan, hak
atas pendidikan, dan hak atas pangan yang ditetapkan oleh Undang-undang Hak Asasi
Manusia No. 39 Tahun 1999. Namun demikian, sejauh ini belum ada diskusi tentang merevisi
undang-undang tersebut.

Undang-undang yang diadopsi setelah Orde Baru juga jauh dari sempurna, karena
masih rentan terhadap tantangan yang datang dari aktor-aktor berpengaruh. Undang-undang
tentang Angkatan Kerja No. 13 Tahun 2003 adalah sebuah contoh. Ketentuan undang-undang
yang benar-benar menguntungkan pekerja sedang diperebutkan oleh Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo). Organisasi saat ini menuntut revisi untuk menghapus beberapa ketentuan
yang menguntungkan terkait dengan standar gaji, fasilitas kesejahteraan, perhitungan
kompensasi, dan kemungkinan bagi pekerja untuk melakukan protes dan demonstrasi. Secara
khusus, Apindo mengusulkan pengalihan kewajiban perlindungan pekerja dalam hal
kesejahteraan, keselamatan, dan perawatan kesehatan kepada perusahaan daripada Negara
sebagaimana telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika
kewajiban ini ditanggung oleh perusahaan, perusahaan juga akan memutuskan standar.
Secara alami, ini dapat berdampak negatif terhadap posisi hak pekerja karena, sebagai entitas
komersial, perusahaan lebih peduli dengan keuntungan daripada dengan kondisi pekerja
(Karisma and Ariana, 2016).

Tanggapan umum biasanya diajukan oleh pemerintah ketika dihadapkan dengan
subjek hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Yang pertama terkait dengan masalah
sumber daya. Meskipun fakta telah membuktikan bahwa negara ekonomi yang kuat tidak
secara otomatis memberikan perlindungan yang baik terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya, dianggap bahwa mempromosikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan
alokasi sumber daya. Seperangkat hak ini terutama tergantung pada kemampuan dan diklaim
terkait erat dengan situasi ekonomi negara yang bersangkutan. Sehubungan dengan
Indonesia, alasan ini telah diulang oleh pemerintah dalam upaya untuk menebus kegagalan
mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam mempromosikan dan melindungi hak-
hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan, sering digunakan untuk menghindari kewajibannya.
Kurangnya sumber daya dianggap rasionalisasi karena tidak terpenuhinya hak asasi manusia.
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Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bergantung pada aktivitas Internasional, yang
berarti bantuan Internasional, untuk secara global memberantas kemiskinan yang melanggar
pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan seperti itu tercermin dalam
pernyataan delegasi Indonesia sebelum 7he Fourth Session of the Permanent Forum on
Indigenous Issues on agenda item “Eradicate Extreme Poverty and Hunger, yang menyatakan
bahwa: negara-negara miskin harus dapat mengharapkan dukungan internasional yang dapat
diandalkan sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan pertumbuhan
ekonomi secara umum, sebagai tanggapan terhadap tantangan kemiskinan.

Namun, perlindungan dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
bukan hanya tentang sumber daya. Ini hanya bagian dari tugas untuk memenuhi Negara Pihak
yang terkait dengan serangkaian hak ini. Kewajiban untuk melindungi terutama tergantung
pada kebijakan yang diadopsi yang menguntungkan yang benar-benar bertujuan untuk
melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sementara kewajiban untuk menghormati
mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk menahan diri dari mengadopsi undang-undang
yang merampas hak para pemegang hak untuk mengakses hak-hak mereka. Ketidakmampuan
dari undang-undang yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa upaya untuk memenuhi
dua kewajiban terakhir masih kurang.

Selain itu, organisasi internasional, tempat dimana sumber daya diduga diduga, tidak
dapat diharapkan untuk mengubah kebijakan nasional. Bahkan, hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya bergantung pada identifikasi tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia yang dibuat
oleh pelaku domestik, terutama organisasi non-pemerintah, media, dan pemegang hak.
Selanjutnya, pengambilan keputusan kebijakan harus melibatkan orang-orang yang memiliki
kedudukan yang paling jelas untuk menuntut alokasi tertentu dan yang biasanya adalah
penduduk negara yang bersangkutan. Kelompok-kelompok ini pada saat yang sama dapat
bertindak sebagai kelompok penekan untuk mencari klaim dan pemulihan dari pelanggaran
hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Hadiprayitno menekankan bahwa kurangnya perlindungan terhadap hak-hak orang
pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya memperburuk karena UU Pengadilan Hak Asasi
Manusia No. 26 Tahun 2000 tidak memiliki yurisdiksi atas hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia Nomor
39 Tahun 1999 Undang-Undang HAM (UU HAM), menjamin perlindungan terhadap hak asasi
manusia, penegakan hak-hak ini praktis bermasalah. Undang-undang memang berfungsi
sebagai pengungkap pelanggaran, tetapi tanpa kemungkinan klaim dan kompensasi,
pemerintah Indonesia dapat terus berkonsentrasi pada jumlah pemenuhan generik, yang
diukur dengan angka. Akibatnya, menjadi sulit bagi lembaga-lembaga hak asasi manusia,
pejabat, atau organisasi masyarakat sipil untuk ikut campur ketika ada praktik-praktik tertentu
yang salah, misalnya, penggusuran rumah yang tidak adil atau masalah kelaparan.

3. Tantangan Penegakan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Isu hak asasi manusia menjadi isu yang penting dalam kehidupan masyarakat dalam
suatu Negara baik dari perspektif pemerintah maupun individu. Dari berbagai pengalaman dan
kasus yang ada, penekanan pada pembicaran tentang hak asasi manusia sering mengarah
pada generalisasi dan kesalahpahaman (Kusnadi, 2009). Berikut yang dapat kita lihat contoh
sederhana bila seseorang diminta menyebutkan pentingnya hak asasi manusia kepada
seseorang dan kita mungkin akan mendapatkan sejumlah tanggapan yang berbeda-beda,
seperti beberapa kemungkinan reaksi terkait pendapat tentang konteks Hak Asasi Manusia
yang bisa dijadikan pijakan ada kengganan untuk bicara langsung, missal kalimat dibawah ini
: Tentu saja, semua orang membutuhkan hak asasi manusia, Saya sadar untuk hak asasi
manusia, tetapi ini adalah perang, kita harus fleksibel dalam memerangi teroris yang
tentunya tidak menghormati hak asasi manusia, Hak asasi manusia itu penting, tetapi
bisakah kita benar-benar menjamin hak asasi manusia jika orang lain tidak
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menghormatinya? Hak asasi manusia memiliki sedikit makna, karena hak asasi
manusia bagi sebagian orang mungkin berarti penindasan kepada orang lain.

Kondisi ini menunjukkan kepada kita bahwa interpretasi hak asasi manusia serta
konsep dan pemahaman masih memiliki banyak perbedaan. Laporan PBB pada 2006 menyoroti
beberapa tantangan hak asasi manusia seperti: kemiskinan dan ketidakadilan global;
diskriminasi; konflik bersenjata dan kekerasan; kekebalan hukum; defisit demokrasi; dan
institusi yang lemah. Sementara itu, tantangan dalam implementasi perlindungan hak asasi
manusia seperti: kesenjangan pengetahuan; kesenjangan kapasitas; kesenjangan komitmen;
dan celah keamanan (Kusnadi, 2009).

Ada juga penggunaan bahasa yang sering menjadi masalah dalam keterkaitan
interpretasi tentang pengertian HAM itu, beberapa penelitian sebelumnya dan temuan pakar
menekankan kebingungan dan penyalahgunaan bahasa yang lazim dalam wacana tentang hak
asasi manusia: penggunaan yang tidak dibedakan, terutama ekspresi seperti hak asasi
manusia, hak fundamental, kebebasan sipil, dan lain-lain. Dua tren utama bersaing untuk
menjelaskan perbedaan antara hak dasar dan hak lainnya. Para pendukung doktrin pertama
mengklaim bahwa hak-hak dasar adalah hak prerogatif yang melekat pada pribadi manusia,
yang berasal entah dari hak alami yang melampaui pengakuan mereka oleh Negara (termasuk
kehidupan, martabat, kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan properti). Sebaliknya, para
pendukung gerakan positivis memandang bahwa hak-hak fundamental ini hanya dapat
dijelaskan jika mereka diakui /diberikan oleh Negara.

Bagi Indonesia sendiri, meskipun telah ada dokumen hak asasi manusia untuk
memastikan pelaksanaan hak asasi manusia, dalam sejarahnya masih ada pelanggaran hak
asasi manusia. Pelanggaran HAM di Indonesia terjadi karena meningkatnya gejala
individualistik, materialistis, dan eksklusif. Pelanggaran ini dapat diatasi atau dimitigasi jika ada
penegakan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia juga telah mencoba melakukan upaya untuk
menegakkan hak asasi manusia, tetapi banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan
hak asasi manusia.

Hambatan utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah masalah ketertiban dan
keamanan nasional, rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia, dan kurangnya
instrumen hukum dan peraturan. Namun, secara umum hambatan ini dikelompokkan menjadi
tiga macam, yaitu ideologis, ekonomi, dan teknis. Secara ideologis, perbedaan ideologi sosialis
dengan kaum liberalis membuat perbedaan tajam dalam pandangan hak asasi manusia.
Pandangan ideologi liberal mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan
politik. Pandangan sosialis memprioritaskan peran negara dan masyarakat. Secara ekonomi,
penegakan hak asasi manusia berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, dan semakin
tinggi komunitas ekonomi maka seharusnya semakin tinggi upaya penegakan HAM. Secara
teknis, penegakan hak asasi manusia secara teknis dibatasi karena belum meratifikasi
instrumen hak asasi manusia internasional.

Dengan banyaknya hambatan untuk penegakan HAM, rakyat Indonesia berjuang untuk
melakukan proses penegakan HAM. Proses penegakan HAM di Indonesia dilakukan dengan
beberapa langkah dan upaya dengan harapan menjunjung tinggi hak asasi manusia di
Indonesia. Pada dasarnya, gagasan tentang hak asasi manusia adalah keyakinan bahwa
manusia dilahirkan ke dunia dalam anugerah ciptaan Tuhan setara dan setara dengan hak-
hak mereka yang setara.

Di samping itu, meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang
terjadi adalah tantangan penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi
manusia telah diselesaikan, sementara yang lain masih sedang diupayakan. Meskipun banyak
kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, itu tidak berarti bahwa masalah penegakan
hak asasi manusia dikatakan lemah atau tidak ada penegakan hukum. Namun, masih banyak
masalah yang menjadi tantangan dalam implementasi penegakan HAM di negara ini (Kusnadi,
2009).
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Tantangan penegakan HAM di Indonesia termasuk : rendahnya tingkat kepercayaan
publik terhadap pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum; masih ada pihak-pihak
yang berusaha menghidupkan kembali kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap
perempuan atau kelompok minoritas orang; budaya kekerasan seringkali masih menjadi
pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di antara
mereka; tidak adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan hak asasi
manusia dan kemampuan untuk menerapkan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana
diamanatkan oleh konstitusi; industri media massa yang mengakibatkan meningkatnya
keterlibatan media massa dalam pemuatan laporan investigasi tentang hak asasi manusia dan
pembentukan opini untuk mempromosikan hak asasi manusia; masih lemahnya kekuatan
masyarakat (c/vil society) yang mampu menekan pemerintah secara demokratis sehingga mau
lebih peduli dan serius dalam melaksanakan agenda penegakan HAM; desentralisasi yang tidak
diikuti oleh penguatan profesionalisme birokrasi dan kontrol masyarakat di daerahdaerah
potensial menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di tingkat lokal; budaya feodal
dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat mengambil sikap tegas dalam
menangani berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat atau
pemimpin masyarakat; dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik dan media massa
lebih terfokus pada isu korupsi, terorisme, dan pemulihan ekonomi daripada penanganan
kasus-kasus hak asasi manusia; ada beberapa warga dan pejabat pemerintah yang masih
memegang HAM itu adalah produk budaya Barat yang individualistis dan tidak sesuai dengan
budaya Indonesia; dan ketidakadilan masa lalu telah menyebabkan luka yang dalam dan
dendam di antara kelompok-kelompok orang tanpa rekonsiliasi sejati (Kusnadi, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1)
Fakta hukum menunjukkan sejak kemerdekaan Indonesia, bahwa hak asasi manusia telah
dianggap sebagai masalah kompleks baik itu yang terdapat dalam ruang setiap orang yang
telah terbatas HAM nya karena berada di penjara maupun di ruang demokrasi di arena politik.
Dialog sistem hukum Indonesia dan proliferasi dan interpretasi hak asasi manusia menyoroti
bahwa keselamatan kriminal hak asasi manusia berubah menjadi memutuskan kompromi,
mulai dari memperkenalkan tindakan penanggulangan terhadap hak asasi manusia yang
merupakan tanggung jawab manusia, untuk menyesuaikan tanggapan sesuai dengan adanya
upaya tekanan Internasional. Sesudah itu, kompromi-kompromi ini tidak secara berarti
mengungguli perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia yang sebenarnya. 2) Pada
kenyataannya, komitmen hukum dan politik tidak menjamin tindakan yang efektif. Penegakan
HAM tetap menjadi masalah yang tidak ada solusi yang efektif justru menimbulkan banyak
permasalahan baru. Adopsi hak asasi manusia dari pemikiran HAM barat belum tentu
mengubah hubungan antara negara dan orang-orang, khususnya yang berkaitan dengan
keterbukaan pemerintah tindakan kolektif yang diprakarsai oleh orang-orang dan organisasi
masyarakat sipil. Didalam keterkaitan dengan Kebebasan Media dengan HAM kolektifnya ini
juga memberi kebebasan bagi media untuk menyiarkan atau menerbitkan berita yang terkait
dengan praktik-praktik menyimpang di tingkat pemerintah atau pelanggaran hak asasi
manusia, dapat menjadi upaya penegakkan hukum praktis agar semua orang dapat
meletakkan batasan dalam menginterpretasikan bahwa di dalam Hak setiap orang terdapat
Hak orang lain, ini bisa menjadi peretas adanya penegakkan Hukum terhadap setiap orang
secara alamiah dalam kontekstual hubungan Hukum antara orang dengan Negara dan
sebaliknya Negara dengan rakyat didalam suatu Negara berdaulat dan memegang sistem
hukum berjalan. 3) Penegakan dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh konsep relativisme hak asasi manusia,
dimana dalam praktiknya, disesuainya dengan konteks budaya, agama, sosial, dan bahkan
lingkungan yang ada. Hal inilah yang menyebabkan ketidaksamaan penerapan dan penegakan
hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Masalah ini (universalisme dan relativisme) juga
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terus menjadi permasalahan dan perdebatan yang sampai hari ini terus terjadi, sehingga di
akhir tulisan ini, penulis menyarankan bahwa meskipun Indonesia menerapkan relativisme
dalam hak asasi manusia, namun norma dan standar utama yang diakui oleh negara-negara
secara internasional harus dipertimbangkan ditegaskan lebih jelas.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai
berikut: 1) Penegakan hukum dan pemenuhan HAM di Indonesia perlu mengadopsi
pendekatan harmonis antara universalisme dan relativisme budaya. Meskipun prinsip
universalitas mengakui hak asasi yang tidak dapat diabaikan, kebijakan dan praktik harus
memperhatikan kearifan lokal, nilai budaya, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat
Indonesia agar penegakan hukum lebih efektif dan diterima secara sosial. 2) Pemerintah dan
lembaga penegak hukum harus meningkatkan pemahaman dan pelatihan terkait dinamika
dialektika antara universalisme dan relativisme HAM bagi aparat hukum dan pemangku
kebijakan. Hal ini penting agar penegakan HAM tidak terjebak pada penerapan norma universal
secara kaku, melainkan juga sensitif terhadap konteks sosial-budaya yang unik di Indonesia,
sehingga pemenuhan hak dapat berlangsung dengan adil dan beradab. 3Dalam penyusunan
regulasi dan kebijakan HAM, perlu dirumuskan mekanisme yang memungkinkan pembatasan
hak secara proporsional berdasarkan nilai-nilai budaya dan sosial tanpa mengesampingkan
prinsip-prinsip universal. Pendekatan ini dapat mencegah konflik normatif dan memberikan
ruang adaptasi hukum yang dinamis, sehingga HAM di Indonesia dapat terwujud dalam situasi
sosial budaya yang beragam dan pluralistik.
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